





1.1 Latar Belakang 
Kabupaten Pati, Jawa Tengah kedatangan PT.Semen Gresik pada tahun 
2006. Saat itu PT. Semen Gresik Tbk. berusaha mengeksploitasi bentangalam kars 
di Pegunungan Kendeng Utara, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukolilo dan 
Kayen.Guna memuluskan langkahnya, perusahaan ini dituding telah melakukan 
praktik intimidasi terhadapmasyarakat, melakukan kampanye hitam terhadap 
tokoh-tokoh kunci hingga kriminalisasi sembilanorang petani.Masyarakat lokal 
pun melakukan penolakan. Berbagai macam metode penolakan dilakukanoleh 
masyarakat yang dimotori oleh JMPPK, yang didalamnya termasuk komunitas 
Sedulur Sikep. Komunitas ini secara turun-temurun menghuni kawasan 
pegunungan di ujung selatan KabupatenPati tersebut.Akhirnya, PT. Semen Gresik 
Tbk. gagal melakukan eksploitasi. Kegagalan juga diwarnai denganpembatalan 
dokumen perijinan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan dan Perijinan 
Terpadu(Kayandu) Kabupaten Pati oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 
2010. Saat PT.Semen Gresik tidak mendapakan lokasi tambang di daerah Pati, 
akhirnya pada tahun 2012 PT.Semen Gresik bergeser lokasi yang awalnya di Pati 
lalu masuk ke wilayah Rembang. 
Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang 
berada di jalur Pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Rembang memanfaatkan 
berbagai potensi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan perekonomian 
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daerah. Sektor pertanian Kabupaten Rembang adalah sektor yang menjadi 
tumpuan daerah ini.  Keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Rembang 
kini memiliki ancaman yang nyata dengan hadirnya beberapa usaha tambang yang 
memanfaatkan kars. Kars adalah perbukitan khas yang dibentuk oleh batu 
gamping (Geomagz, 2015: 18). Keberadaan kars yang terdapat di Rembang 
merupakan batuan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. 
Salah satu daerah Kabupaten Rembang yang memiliki potensi tambang kars 
adalah kawasan Watu putih yang berada di Kecamatan Gunem. Kawasan 
Watuputih merupakan kawasan kars yang masuk dalam jajaran pegunungan 
Kendeng Utara. Besarnya permintaan pasar terhadap semen setiap tahunnya 
berimplikasi pada naiknya kebutuhan bahan baku semen. Keadaan tersebut 
membuat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan 
BUMN yang memproduksi berbagai jenis semen memiliki keinginan yang kuat 
untuk melakukan penambangan batuan kars. Kebutuhan akan bahan baku 
membuat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berminat untuk melakukan 
penambangan bahan baku semen di kawasan Watuputih (Antara Jateng.com) 
Tanggal 16 Juni 2014 PT Semen Indonesia melakukan ekspansi, dengan 
melakukan pembangunan pabrik baru di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, 
Kabupaten Rembang, dan menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk 
mendirikan pabrik semen di Rembang (mataairradio.com). Pembangunan pabrik 
semen oleh PT Semen Indonesia di kawasan batu kars Pegunungan Kendeng 
Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ini menuai penolakan dari sebagian 
warga sekitar. Pabrik yang dibangun oleh PT Semen Indonesia ini menggunakan 
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penambangan batu karst di Pegunungan Kendeng sebagai bahan baku utamanya. 
Pegunungan yang membentang di wilayah utara Jawa Tengah sampai Jawa Timur 
tersebut merupakan pemasok kebutuhan air bagi kawasan pertanian di daerah 
sekitarnya. Warga melakukan penolakan terhadap terkait pembangunan pabrik 
semen di area tersebut. Pembangunan dinilai merusak sumber daya air dan 
mematikan sektor pertanian di daerah sekitarnya. Peneliti geologi asal Institut 
Pertanian Bogor, mengatakan kawasan Kendeng Utara juga merupakan karst. 
Mirip dengan Cekungan Air Tanah, karst juga berfungsi menyerap air. “Karst ini 
sangat penting menjaga pasokan air, penambangan karst bakal merusak 
lingkungan (tempo.com). Sedangkan menurut Direktur Utama PT Semen 
Indonesia mengatakan bahwa hal ini  tidak akan merusak lingkungan karena 
perusahaannya telah berpengalaman menambang batu kapur di sejumlah daerah, 
seperti Gresik dan Tuban (tempo.com).  
Masuknya PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak lepas dari peran 
pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait tata kelola pemanfaatan lahan serta 
pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan kepada PT. Semen Indonesia 
(Persero) Tbk. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. 
Semen Gresik (Persero) Tbk (sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen 
Indonesia (Persero) Tbk) melakukan kegiatan penambangan di kawasan 
Pegunungan Kendeng, khususnya kawasan cekungan Watu Putih yang masuk 
wilayah Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang (mongabay.co.id). Pemerintah 
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berharap dengan adanya pembangunan semen ini dapat menurunkan angka 
kemiskinan turun hingga 11 persen (beritasatu.com). 
Berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat terkait dengan 
pembangunan PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem. Tanggapan yang 
muncul pun beragam, mulai dari mendukung maupun menolak pembangunan 
pabrik. Pihak yang menolak dengan pembangunan pabrik melakukan serangkaian 
penolakan termasuk dengan menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen 
Indonesia (Persero) Tbk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Masing-
masing pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi pembangunan 
pabrik tersebut, sehingga menyebabkan munculnya konflik yang 
berkepanjangan.Saat menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk 
mendirikanpabrik semen di Rembang. Hal ini menimbulkan sejumlahwarga 
menggelar aksi demo. Sudah hampir seratus hari warga khususnya ibu-ibu 
bergantian tinggal di tenda. Saat itu, ratusan warga yang didominasi kaum 
perempuan mendatangi tempat pabrik. Sejak saat itu hingga sekarang, tenda itu 
masih terus dihuni ibu-ibu tersebut (murianews.com). Fenomena ini diperkuat 
dengan adanya pemberitaan di berbagai media, sekitar 50 perempuan bertahan di 
depan pintu gerbang lokasi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, 
Jawa Tengah. Warga juga mendatangi Polri untuk menuntut kepolisian bertindak 
netral dan menindak anggotanya yang bertindak diksriminatif dan terlibat dalam 
mengintimidasi masyarakat terutama yang menolak tambang PT Semen 
Indonesia. Selain itu, warga juga mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk keperluan serupa. Warga sebelumnya sudah 155 hari tinggal di 
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tenda yang berada di lokasi rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah. Aksi tinggal di tenda ini merupakan bentuk penolakan 
mereka terhadap pendirian pabrik semen tersebut (Newsrepubilika.co.id, 2014). 
Selain masyarakat yang menolak terhadap pembangunan PT.Semen 
Indonesia melakukan aksi demo, masyarakat yang mendukung dengan adanya 
pembangunan ini juga menyuarakan aspirasinya seperti melakukan aksi agar 
semen yang ada di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang terus berjalan 
(Tribun Jateng.co). Seperti halnya melakukan aksi doa bersama juga di lakukan 
oleh masyarakat yang mendukung PT.Semen Indonesia (Top Saham.com). Seperti 
yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2016 aksi demo pun dilakukan oleh pihak 
yang mendukung dan yang menolak. Dalam hal ini pihak yang menolak 
pembangunan PT.Semen Indonesia berada di samping utara kantor Gubernur 
Jawa Tenganh, dan yang mendukung berada di bagian selatan kantor Gubernur 
(Tempo.co). Alasan masyarakat mendukung dengan pembangunan PT.Semen 
Indonesia ini yaitu karena dengan keberadaan pabrik semen di Rembang sangat 
bagus untuk menambah lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar pabrik . 
Ketika tersedia lapangan pekerjaan, maka kesejahteraan rakyat akan lebih 
terjaminyang mana masyarakata bisa bekerja sebagia buruh pabrik (Tribun 
Jateng.co). Bagi masyarakat yang mendukung pembangunan PT.Semen 
Indonesia, selama ini pihak semen sudah memberi banyak bantuan kepada 
masyarakat seperti halnya melakukan pelatihan, dan bantuan sekolah bahkan 
memberi spanduk untuk pedagang yang berjualan di area alun-alun Rembang. 
Konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat menyikapi pembangunan 
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pabrik Semen Indonesia di wilayah Kecamatan Gunem membawa efek yang besar 
dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Tegaldowo. 
Berbagai perubahan terjadi terutama pada pola hubungan sosial antara masyarakat 
pendukung dan penolak pembangunan pabrik.  
Konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan 
terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber 
pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M. 
Zetlin: 1998). Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu 
pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap 
saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial 
sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang 
mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas 
dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar 
untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai 
ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai 
lawan atau saingannya. Konflik sosial ini tidak hanya terjadi pada satu kelompok 
itu saja, tetapi antara kelompok satu dan kelompok lain bisa terjadi konflik apabila 
mereka merasa bahwa nilai-nilai yang ada pada suatu kelompoknya merasa 
diancam oleh kelompok yang lainnya. Dengan cara berkonflik ini juga bisa 
menguatkan antara kelompok itu. Pada dasarnya konflik bisa berdampak positif 
terhadap kelompoknya juga bisa berdampak negatif yang mana dampak 
negatifnya justru akan menghancurkan kelompok itu sendiri.Nilai-nilai yang akan 
hilang apabila semen masuk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang maka 
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masyarakat akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat samin yang di kenal 
sebagai kearifan lokalnya. 
Seperti halnya dengan adanya pembangunan PT.Semen Indonesia yang 
mengundang banyak reaksi baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak 
masyarakat yang menolak pembangunan. Dalam pembangunan PT.Semen 
Indonesia ini masyarakat yang menolak pembangunan ini sampai melakukan 
pengaduan ke Mahkamah Agung agar di lakukan peninjauan kembali terhadap 
pembangunan PT.Semen Indonesia tentang izin lingkungan. Upaya penambangan 
di kawasan karst Watuputih dinilai sejumlah kalangan merupakan sebuah bentuk 
pelanggaran. Penggunaan kawasan karst Watuputih sebagai tempat penambangan 
batu kapur, melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Jawa Tengah nomor 06/2010. Pasal 63 perda tersebut menetapkan areal menjadi 
kawasan lindung. (Mongabay.co.id, 2014). pada tanggal 9 Januari 
2017masyarakat yang menolak pembanguan PT.Semen Indonesia merasa bahwa 
pemerintah masih belum mencabut izin lingkungan yang di berikan ke PT.Semen 
Indonesia maka hal ini lah yang menjadikan Pemerintah berkonflik dengan 
masyarakat. Padahal Mahkamah agung memenangkan gugatan rakyat agar 
Gubernur mencabut ijin lingkungan yang di berikan kepada PT.Semen Indonesia.  
Konflik antara masyarakat dengan pemerintah ini memang sudah tidak 
asing lagi, pada dasarnya konflik ini sering terjadi. Sebab dari konflik ini bisa 
karena perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah, bisa juga 
terjadi karena agraria. Seperti halnya yang terjadi di Rembang tentang 
pembangunan PT.Semen Indonesia, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah 
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mempunyai pandangan yang berbeda. Yang mana menurut pemerintah apabila 
PT.Semen Indonesia ini masuk di daerah wilayah Rembang maka perekonomian 
masyarakat akan semakin sejahtera, berbeda dengan pandangannya masyarakat 
yang menolak apabila perusahaan PT.Semen Indonesia masuk diwilahnya maka 
sumber daya alam akan tercemar.Apabila kita lihat dari satu sisi, keuntungan yang 
akan didapat memang sangat menarik, seperti halnya pembangunan dapat 
meningkatkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja di lingkungan 
pembangunan tersebut. Akan tetapi di lain sisi masyarakat yang tidak setuju 
dengan adanya PT.Semen Indonesia ini beranggapan bahwa pembangunan akan 
menyebabkan kerugian lingkungan, karena mayoritas masyarakat 
menggantungkan hidupnya di pertanian. Pemanfaatan sumber daya yang ada di 
dalam suatu daerah termasuk sumber daya alam, merupakan wewenang dari 
daerah untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras, hal ini 
perlu diperhatikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan harus memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan baik fisik, biotik dan sosial. Masuknya investor-investor 
luar ke suatu daerah memberikan tawaran yang sangat menarik bagi Pemerintah 
Daerah dalam mewujudkannya untuk mendukung program pembangunan di 
daerah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya. 
Konflik muncul sendiri dari pengaruh agresif, yang terjadi karena ada 
pernyataan yang tidak ada konsekuensi pentingnya terhadap suatu objek dan 
konflik pada objek tersebut terjadi karena ada unsur kebetulan (Dwi Rachmad 
Susilo.K :2008).Berdasarkan penjelasan diatas yang telah diuraikan tentang 
konflik masyarakat dengan pemerintah terkait masalah pembangunan PT.Semen 
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Indonesia  yang ada diwilayah Rembang Jawa Tengah, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Dinamika 
Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah Dalam Pembangunan PT.Semen 
Indonesia di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.  
1.2 RumusanMasalah   
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan 
yaitu Bagaimana Dinamika Konflik Antara Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dengan Pemerintah dalam Pembangunan 
PT.Semen Indonesia di Rembang ? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang diangkat yaitu 
Untuk mengetahui Bagaimana Dinamika Konflik Antara Jaringan Masyarakat 
Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dengan Pemerintah dalam 
Pembangunan PT.Semen Indonesia di Rembang  Jawa Tengah. 
1.4 Manfaat 
A. Teoritis: 
1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kajian mengenai D 
Bagaimana Dinamika Konflik Antara Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dengan Pemerintah dalam Pembangunan 
PT.Semen Indonesia di Rembang dalam teori otoritas yang digagas oleh 
Ralf Dahrendrof..  
2. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan penelitian terdahulu dalam 
mengkaji Dinamika Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah 
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B. Praktis:  
1. Diharapkan dapat menjadi kritikan terhadap konflik antara masayarakat 
dengan pemerintahan dalam hal pembangunan. 
2. Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi setiap instansi yang berkaitan pada 
masalah antara masyrakat dengan pemerintah 
1.5  Definisi Konsep 
1.5.1 Pengertian Konflik 
Masalah konflik sumber daya alam sebenarnya bukan sesuatu yang baru 
di Indonesia maupun di kawasan asia tenggara lainnya. Masalah ini muncul sejak 
abad ke-18 yang lalu ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi dalam rangka 
mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri. 
Bersama dengan ekspansi itu terbangun konsep bahwa sumber daya alam adalah 
faktor produksi yang dengan menggunakan teknologi tertentu dapat dieksploitasi 
untuk menjadi barang komoditi. Konsep sumber daya alam sebagai faktor 
produksi selanjutnya diadopsi oleh negara-negara baru, termasuk Indonesia untuk 
membangun ekonomi. Sejak saat itu pula benturan kepentingan antara masyarakat 
dan pemerintah menjadi keras. Di satu pihak pemerintah menganggap bahwa 
eksploitasi sumber daya alam itu sangat dibutuhkan untuk membiayai 
pembangunan, tetapi di lain masyarakat menganggap bahwa eksploitasi sumber 
daya alam tersebut adalah bentuk penjarahan yang harus dihentikan. Misal, 
dibanyak daerah eksplotasi sumber daya alam, dengan dallih untuk meingkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha (investor) 
mencanangkan program community development. Sayangnya, program semacam 
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ini tidak cukup effektif meredam gejolak masyarakat. Ketika masyarakat tetap 
mengajukan tuntutan agar memperoleh pembagian hasil yang lebih baik, 
pemerintah biasanya menghalau dengan cara kekerasan, represif, dan bahkan tidak 
jarang menggunakan kekuatan militer. Kekayaan sumber daya alam dan daya 
dukung lingkungan yang makin teratas dapat menimbulkan konflik, baik karena 
masalah kepemilikan, kelemahan daalam sistem pengelolaannya yang tidak 
memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, maupun karena penegakan 
hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adanya konflik 
menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan 
dan pranata sosial, serta melebarnya jarak segresi antara pihak yang berkonflik 
sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. 
Konflik sumber daya alam yang terjadi antara masyarakat dengan 
pemerintah dan pengusaha (investor), dapat ditelusuri dari konsep pemilkan yang 
dipergunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pengolaan sumber daya 
alam. Sistem ini dikembangkan berdasarkan konsep yang memilah sumber data 
alam menjadi tiga kategori pemilikan, yaitu: milik negara (state property), milik 
komunal (communal property), dan milik pribadi (private property (Maria 
Sumarjono: 2008: 95 ). Dalam kategori milik negara, sumber daya alam dikontrol 
oleh pemerintah, dan diatur melalui perundang-undangn yang dikeluarkan 
berdasarkan otoritas yang dimiliki. Sedangkan dalam kategori milik komunal, 
sumber daya alam dikontrol oleh kelompok (etnis) tertentu atas dasar hukum adat 
yang berlaku dalam masyarakat (hak ulayat). Dalam kategori milik pribadi, 
sumber daya alam dikontrol oleh perseorang atau korporasi. Konsep pemilikan 
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semacam itulah yang selama ini dilembagakan dalam berbagai bentuk aturan dan 
dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, baik 
yang tergolong dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui. 
Semakin besar akses yang dimiliki untuk melakukan eksploitasi sumber 
daya alam. Sumber daya alam yang secara legal telah dikuasakan, dianggap bisa 
dikelola secara komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya. Sementara itu, masyarakat semakin marginal karena dianggap tidak 
mampu melakukan konversi itu. Akses masyarakat pada proses eksploitasi sumber 
daya alam semakin tertutup, karena itu tidak mengherankan apabila kesenjangan 
dan kemiskinan mewarnai kehidupan masyarakat di daerah-daerah eksploitasi 
sumber daya alam. Faktor kesenjangan dan kemiskinan itulah yang ikut memicu 
konflik sumber daya alam. Perlu dicatat bahwa faktor kesenjangan dan 
kemiskinan itu sendiri sesungguhnya belum cukup untuk menciptakan protes dan 
perlawanan masyarakat, karena masih ditentukan oleh seberapa jauh di dalam 
kehidupan masyarakat terdapat kesadaran akan adanya ketidakadilan. 
Kesenjangan dan kemiskinan dipahami sebagai sesuatu yang bisa berubah, dan 
diyakini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang diskrimintaif. Satu hal 
yang menarik adalah yang memiliki kesadaran tinggi atas penindasan itu biasanya 
bukanlah korban yang paling sengsara, tetapi justru yang memiliki potensi 
mengorganisir gerakan. 
1.5.2 Pengertian Masyarakat 
Masyarakat merupakan organisme hidup karena masyarakat selalu 
mengalami pertumbuhan, saling mempengaruhi satu sama lain dan setiap sistem 
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mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda tapi saling mendukung (Spencer, 
1895). Oleh karena itu setiap masyarakat dalam hidupnya pasti mengalami 
perubahan. Perubahan merupakan peristiwa yang terjadi secara terus menerus dan 
merupakan karakteristik semua kebudayaan. Perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat dapat mengenai norma dan nilai-nilai sosial, norma-norma 
sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, 
lapisan-lapisan masyarakat dan sebagainya (Soekanto, 1982:303-304). Dengan 
demikian bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa 
perubahan sosial maupun perubahan budaya, dimana satu dengan yang lainnya 
saling berkaitan. Tumbuhnya industri di pedesaan juga menimbulkan perubahan 
dalam masyarakat dimana hal ini menyebabkan daerah yang dulunya tidak 
mengenal industri sebagai lapangan pekerjaan atau kehidupan, sekarang 
mempunyai kemungkinan tumbuh menjadi daerah industri dengan segala akibat 
positif dan negatifnya, yang akan membawa perubahan-perubahan dalam 
masyarakat. Tumbuhnya industri di daerah pedesaan memunculkan perubahan 
bagi masyarakat lokal. Perubahan itu sendiri terjadi dari dalam masyarakat, 
maupun terjadi karenafaktor-faktor yang datang dari luar. 
Industri yang muncul di daerah pedesaan memberi pengaruh yang besar 
bagi masyarakat yang tinggal didaerah lingkungan sekitarnya, khususnya 
masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perusahaan. Pembangunan industri hanya 
akan dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari berbagai faktor selain 
unsur teknologi industri itu sendiri yaitu dukungan dari masyarakat dimana 
industri itu berada. Pembinaan serta penyiapan masyarakat menjadi masyarakat 
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industri hanya dimungkinkan oleh pengetahuan yang luas serta mendalam tentang 
berbagai perubahan yang pernah terjadi dalam masyarakat yang telah mengenal 
industri baikitu perubahan dalam bidang tingkah laku, pranata sosial, ataupun 
sistem nilai yang ada dalam kebudayaan mereka. Masyarakat yang tinggal di 
pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani (Koentjaraningrat: 2009. 
115-118).Pertemuan yang terjadi antara masyarakat agraris dan industri akan 
melahirkan perubahan-perubahan yang relatif homogen menuju yang relatif 
kompleks, baik itu dalam pola tingkahkah laku, pranata ataupun sistem budaya. 
Pertemuan dua bentuk kebudayaan tersebut akan melahirkan kebudayaan, baik 
pada pihak penerimaan industri ataupun pada perangkat industri yang datang ke 
sana, dan ini akan membentuk masyarakat baru, masyarakat industri yang 
beraneka ragam suku bangsa, kebudayaan serta keahlian dan pendidikan 
masyarakatnya. 
1.5.3 Pengertian Pemerintah 
Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the 
authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation 
state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. 
Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, 
city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, 
Negara bagian, atau kota dan sebagainya (Riawan Tjandra:  2009:197). 
Pemerintah dalam arti luas (regering) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-
badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai 
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tujuan negara (Kuntjoro Purbopranoto: 1981: 1). Sedangkan, pemerintah dalam 
arti sempit (bestuur) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas 
pemerintahan (ibid Kuntjoro) 
1.5.4 Pengertian Pembangunan 
Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram 
yang dilakukan secara terus menerus oleh sutau Negara untuk menciptakan 
masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan 
selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya 
untuk masa ini dan masa yang akan datang. Pembangunan dapat diartikan sebagai 
upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu 
Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses 
dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup 
masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya 
pembangunan (  Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusuma: 2004: 68) . Dengan 
tujuan semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi 
adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu,walaupun bukan satu-
satunya.hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena 
ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu 
haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. 
Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang 




1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 
adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). 
Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang 
mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua 
pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari 
berbagai sumber (Nawawi:2003:1). Penelitian studi kasus akan kurang 
kedalamanya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu 
aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. 
Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar 
untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau 
beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi 
kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya 
dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh 
tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak 
yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, 
data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas 






1.6.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten 
Rembang Jawa Tengah. Lokasi ini berada tepat di kawasan Gunung Kendeng 
(Informasi seputar Rembang).   
1.6.3 Teknik Penentuan Subjek 
Salah satu aktivitas dalam proses pengumpulan data adalah menentukan 
subjek penelitiannya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam 
menentukan informan, sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat terkumpul 
sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Subjek 
penelitian menurut Amirin(1986) adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya 
ingin diperoleh keterangan .  
Teknik snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih 
dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. 
Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar 
lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap 
lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan 
hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003). Pendapat lain 
mengatakan bahwa teknik snowball (bola salju) adalah metoda sampling di mana 
sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang 
lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau 




1.6.4 Sumber Data 
Data yang melengkapi serta memperkuat penelitian ini diperoleh dari 
berbagai sumber yang dibagi dalam 2 hal, yaitu : 
a. Data Primer
Data primer mencangkup data dari hasil wawancara mendalam, hasil 
observasi serta 
hasil dokumentasi.  
b. Data Sekunder
Data sekunder mencangkup data statistik yang didapatkan dari lembaga-
lembagatertentu yang berkaitan dengan penelitian. 
1.7 Teknik Pengumpulan Data 
(1) Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Dedy 
Mulyono:2001:180). Wawancara dalam penelitian tak berstruktur memungkinkan 
untuk dilakukan wawancara secara mendalam. Tujuannya adalah untuk 
memperoleh informasi dari semua responden (ibid: Dedy Mulyono). Maka dari 
itu, peneliti akan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang 
proposional dari informan atau subjek yang telah ditentukan berdasarkan metode 




Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung menggunakan 
mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut yang 
berkriteria : (a) telah direncanakan secara sistematik dan hnya untuk penelitian ; 
(b) harus berkaitan dengan tujuan yang direncanakan; c) dicatat secara sistematis 
dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set 
yang menarik perhatian saja; d) dicek dan dikontrol validitas serta reabilitasnya 
(Moh.Naziror:2011:175).  Maka peneliti akan mengobservasi segala hal yang 
berkaitan dengan Dinamika Konflik Antara Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dengan Pemerintah dalam Pembangunan 
PT.Semen Indonesia. 
(3) Dokumentasi 
Metode Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara menganalisis 
dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, berita 
koran, artikel majalah, brosur, buletin dan foto-foto (ibid). Selain itu, untuk 
mempermudah memperoleh data maka peneliti juga akan mengambil foto dan 
menyesuaikan situasinya dan peneliti juga merekam saat melakukan wawancara. 
1.8  Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah 
teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai 
sumber informasi dalam data kemudian digeneralisaikan. Analisa data merupakan 
langkah terakhir sebelum didapatkan satu kesimpulan. Oleh karena itu teknik 
analisa data diperlukan dalam penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas 
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dan terperinci tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa deskriptif.Setelah data 
dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya akan membahas 
permasalahan sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam penulisan ini 
menggunakan analisa kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles 
dan Hubermas melalui empat tahapan : 
1. Pengumpulan Data 
Kegiatan yang dilakukan untuk  mengumpulkan data yang diperoleh dari 
subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan 
tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data 
yang terkait dengan judul penelitian. Pengumpulan data pada penelitian 
kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang 
penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan. 
2. Reduksi Data 
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 
penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari 
catatan dilapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data 
untuk dikode, dipakai dan yang diringkas serta dimasukkan dalam kategori 
yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian 
dilakukan.  
3. Penyajian Data / Display Data 
Sekumpulan data yang terorganisir sehingga dapat memberi deskripsi 
menuji penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang 
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kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara 
sistematis. 
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 
penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan 
kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisa, mencari makna dari data yang 
ada sehingga dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian 



















Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 183) 
 
1.9 Teknik Uji Keabsahan Data 
Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi yang meliputi trianggulasi sumber, trianggulasi metode dan 
trianggulasi data/analisis. 
a. Trianggulasi data/analisis dilakukan dengan mengecek kembali jawaban yang 
diberikan informan dengan cara menanyakan kembali maksud dari jawaban 
informan untuk memastikan kebenaran jawaban. 
b. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan cross check data 
dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan informan yang berbeda-
beda. Trianggulasi ini dilakukan dengan cara menemukan orang-orang yang 
Penyajian Data / 
Display Data Pengumpulan Data 




terlibat langsung dalam proses dan bentuk komodifikasi kain tenun dobel ikat 
gringsing dan penduduk Desa Tenganan Pagringsingan Karangasem Bali yang 
berada disekitar lingkungan Tenganan untuk melakukan wawancara. 
c. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode 
untuk mengumpulkan data. Trianggulasi metode ini juga melakukan observasi 
untuk memastikan keadaan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
 
 
